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ABSTRAK 

Friesca Shofia Firdausi: Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual 

Berbasis Elektronik di Kepolisian Daerah Jawa Barat Dihubungkan dengan Pasal 

27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Kemajuan teknologi memunculkan berbagai jenis cyber crime, salah 

satunya adalah KSBE. KSBE ini mengancam martabat dan privasi individu. 

Beberapa jenis KSBE diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 2024, yakni pasal 

27 ayat (1) yang mengatur tentang pelarangan distribusi dan transmisi konten 

bermuatan kesusilaan, kemudian pasal 27B mengatur tentang sextortion. Dalam 

laporan SAFEnet dari tahun 2021, 2022, dan 2024 menunjukkan Jawa Barat 

menjadi wilayah dengan jumlah aduan  kasus KSBE terbanyak. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap 

pelaku KSBE oleh Polda Jawa Barat berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 

2024, khususnya Pasal 27B ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024, menganalisis 

kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku KSBE, serta menganalisis solusi 

dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku KSBE. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan 

pendekatan deskriptif melalui wawancara dengan Aparat Penegak Hukum 

Ditressiber Polda Jawa Barat dan Pengabdi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan 

Hukum Bandung, serta analisis data primer, sekunder, dan tersier. 

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum 

Gustav Radbruch sebagai grand theory, teori POP Goldstein sebagai middle theory, 

dan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto sebagai applied theory dalam 

menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku KSBE. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penegakan hukum terhadap 

pelaku KSBE khususnya sextortion oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan 

Pasal 27B ayat (2) dalam kerangka Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 

telah dilaksanakan melalui tahapan pelaporan dan konsultasi awal, penyelidikan, 

penyidikan, hingga penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. 

Kedua, kendala utama yang dihadapi meliputi dinamika perkembangan kejahatan 

siber yang terus berubah dari sisi sarana dan teknologi, serta kondisi literasi digital 

dan budaya hukum masyarakat yang masih memerlukan penguatan. Ketiga, solusi 

yang dapat ditempuh meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi 

regulasi antara UU ITE dan UU TPKS dengan menjadikan UU TPKS sebagai 

landasan hukum utama, optimalisasi kolaborasi lintas lembaga dan kerja sama 

internasional. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Pasal 27 

UU ITE, Sextortion, Kepolisian Daerah Jawa Barat. 

 


